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WALIKOTA PEKANBARY
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 17 TAHUN 204

TENTANG
2

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BADAN USAHA MILIK
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBAR

bahwa berdasarkan ketentu

Pemerintah Nomor 54 Tahun |

Milik Daerah, ketentuan meng

jasa Badan Usaha Milik UD

Peraturan Kepala Daerah,
berdasarkan perbahwa

dimaksud dalam huruf a, pg
Walikota tentang Pedoman Pe!

Badan Usaha Milik Daerah Pel

Pasal 18 ayat (6) Undan

Republik Indonesia Tahuj
Undang-Undang Nomor

U,

an Pasal 93 Peraturan

)017 tentang Badan Usaha

pnai pengadaan barang dan

aerah ditetapkan dengan

timbangan sebagaimana
rlu menetapkan Peraturan

hgadaan Barang/Jasa pada
nerintah Kota Pekanbaru,

g-Undang Dasar Negara
n 1945,
8 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota kecil dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Rep
1956 Nomor 19),
Undang-Undang Nomor
Pemerintahan Daerah

iblik Indonesia Tahun

23 Tahun 2014 tentang
(Lembaran Negara

Maa



Republik Indonesia Tahu
Tambahan Lembaran Nega

Nomor 5587), sebagair

n 2014 Nomor 244,
Ira Republik Indonesia

hana telah diubah

beberapa kali terakhir dgngan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah

Negara Republik Indones

58, Tambahan
Indonesia Nomor 5679),
Peraturan Pemerintah Ni

Lembari

an Daerah (Lembaran
ja Tahun 2015 Nomor

fan Negara Republik

bmor 27 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 92, Tambal

Republik Indonesia Nomi
telah diubah dengan
Nomor 28 Tahun 2020 te

Peraturan Pemerintah N

tentang Pengelolaan Barai

(Lembaran Negara Repu

han Lembaran Negara
br 5533), sebagaimana
Peraturan Pemerintah

ntang Perubahan Atas
bmor 27 Tahun 2014

ng Milik Negara/Daerah
blik Indonesia Tahun

2020 Nomor 142, Tambghan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomo

Peraturan Pemerintah N

tentang Badan Usaha M

- 6523):
omor 54 Tahun 2017
ilik Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

305, Tambahan Lemba

Indonesia Nomor 6173),
Peraturan Presiden No INOTr

ran Negara Republik

16 Tahun 2018

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(Lembaran Negara Repy
2018 Nomor 33), seba
dengan Peraturan Presi
2021 tentang Perubahan
Nomor 16 Tahun 201

Barang/Jasa Pemerintd

Republik Indonesia Tahu

iblik Indonesia Tahun
paimana telah diubah
den Nomor 12 Tahun
Atas Peraturan Presiden
8
ih

tentang Pengadaan
(Lembaran Negara

hn 2021 Nomor 63),

Ya»



10.

11.

12.

Peraturan Menteri Dalaj

Tahun 2014 tentang Pedor

Layanan Pengadaan Barar

Nomor 99

han Pembentukan Unit
mn Negeri

ig/Jasa di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indones

2003),
Peraturan Menteri Dalam |

2016 tentang Pedoman Pd

Daerah (Berita Negara Rej
2016 Nomor 547),
Peraturan Menteri Dalaj
Tahun 2018 tentang Rer

Kerja danAnggaran, Kerja
Evaluasi Badan Usaha

la Tahun 2014 Nomor

Negeri Nomor 19 Tahun

ngelolaan Barang Milik
bublik Indonesia Tahun

mn Negeri Nomor 118

hcana Bisnis, Rencana
| Sama, Pelaporan dan
Milik Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

155),
Peraturan Lembaga
Barang/Jasa Pemerintah

Kebijakan Pengadaan
Nomor 7 Tahun 2018

tentang Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 760):
Peraturan Lembaga
Barang/Jasa Pemerintah

tentang Pelaksanaan Pg&

Melalui Penyedia

Kebijakan

(Berita

Pengadaan
Nomor 9 Tahun 2018

ngadaan Barang/Jasa
Negara Republik

IndonesiaTahun 2018 Nomor 762):
Peraturan Walikota Pekahbaru Nomor 64 Tahun
2015 Unit

Barang/Jasa Pemerintah
tentang Layanan Pengadaan

Kota Pekanbaru (Berita
Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015 Nomor 64),

sebagaimana telah diup
Walikota Pekanbaru Ngmor

ah dengan Peraturan
15 Tahun 2017

d

tentang Perubahan At Peraturan Walikota
Pekanbaru Nomor 64 Tahun 2015 tentang Unitds
Layanan Pengadaan B
Kota Pekanbaru (Berita
Tahun 2017 Nomor 15),

ang/Jasa Pemerintah
Daerah Kota Pekanbaru

Ka



Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN

PENGADAAN BARANG/JASA (PADA BADAN USAHA
MILIK DAERAH PEMERINTAHI KOTA PEKANBARU.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota| ini, yang dimaksud

dengan:
1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2, Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota

Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota (Pekanbaru.

4, Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya
disingkat BUMD adalah badan usaha yang
seluruh atau sebagian khesar modalnya dimiliki
oleh Pemerintah Daerah.

5. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya
disebut Perseroda adalah BUMD yang
berbentuk perseroan terbatas yang modalnya

terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling
sedikit 5196 (lima puluh |satu persen) sahamnya
dimiliki oleh 1 (satu) daerah.

6. Perusahaan Umum Dakrah yang selanjutnya
disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh

modalnya dimiliki satu Ijaerah dan tidak terbagi
atas saham.

7. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung

jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan
dan tujuan BUMD serta (mewakili BUMD baik di

dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan
ketentuan anggaran dasar.

8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya
disingkat PA adalah| pejabat pemegang

1



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

kewenangan
BUMD.

penggunadn anggaran pada

Pejabat Pembuat Komitmrjen yang selanjutnya
disingkat PPK,
bertanggungjawab atas pg

Barang/Jasa ditetapkan

adalah pejabat yang
laksanaan Pengadaan
dengan Keputusan

Direktur dan/atau Direktur Utama.

Kelompok Kerja Pemilih
disebut Pokja Pemilihan
manusia

dan/atau Direktur
pemilihan Penyedia.
Pejabat Pengadaan
administrasi/pejabat fun

bertugas melaksanakan
Penunjukan Langsung, dad

Haj

selanjutnya disingkat PF
Panitia Pemeriksa

bertugas memeriksa

pekerjaan Pengadaan Bar

Pejabat Ha
selanjutnya disingkat FH

Pemeriksa

administrasi/pejabat fun

bertugas memeriksa

pekerjaan Pengadaan Bar

Pengadaan Barang/Jas
Pengadaan Barang/Jasa
BUMD dan dibiayai den

yang ditetapkan

an yang selanjutnya
adalah sumber daya

oleh Direktur
Utama untuk mengelola

adalah
psional/personel yang

pejabat

Pengadaan Langsung,
n/atau E-purchasing.
sil Pekerjaan yang
PHP adalah tim yang
administrasi hasil

ang/Jasa.
sii Pekerjaan yang
jPHP adalah pejabat
gsional/personel yang
administrasi hasil

ang/Jasa.
a adalah kegiatan
yang dibutuhkan oleh

gan anggaran BUMD,

pinjaman atau hibah dan penyertaan modal.
Pelaksana pengadaan
panitia yang bertanggu
persiapan dan pemilihanj
Pembelian langsung ada

yang bersifat rutin 0

dilakukan
kepada penyedia barang/
Pengadaan langsung

dengan cara membeli

adalah pejabat atau

ngjawab pada proses
bengadaan.
lah pembelian barang
lan sederhana yang

langsung
jasa.
adalah Pengadaan

Maa

0.



18.

10.

20.

21.

22.

23.

24.

Barang/Jasa yang bersifat sederhana yang
dilakukan
minimal 2 (dua) sumber hprga.

dengan cara membandingkan

Tender adalah pengadaan barang/pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya yang dilakukan dengan

barang/jasacara mengundang penyedia
untuk menyampaikan penawaran secara

terbuka.
Seleksi yaitu pengadaan jasa konsultansi yang
dilakukan dengan cara Penang penyedia

barang/jasa untuk menyampaikan penawaran
secara terbuka.

adalah

Barang/Jasa yang dilakukan untuk Pengadaan
Penunjukan langsung Pengadaan

Barang/Jasa yang bersifat khusus atau dalam
keadaan tertentu, dimdna proses pemilihan

dengan metode lainnya tidak dapat dilakukan.
yang

selanjutnya disebut Panjitia Pemilihan adalah
Panitia Pengadaan Barang/Jasa

sumber daya manusia yang ditetapkan oleh

Direktur untuk mengelola) pemilihan Penyedia.
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota

Pekanbaru, yang selanjutnya disingkat UKPBJ
adalah
berfungsi

unit organisasi pemerintah yang
melaksarjakan Pengadaan

Barang/Jasa di Lingkumgan Pemerintah Kota

Pekanbaru.
E-marketplace Pengadaa
pasar elektronik yan
memenuhi kebutuhan b

Barang/Jasa adalah
disediakan

rang/jasa BUMD.
untuk

Best practice merupakah upaya pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa
Pekanbaru dengan cara

pada BUMD di Kota

yang paling efisien dan

efektif untuk mendapatkan hasil terbaik sesuai

dengan prosedur.
25. Agen Pengadaan adalah UKPBJ Kota Pekanbaru

A 6



(1)

(2)

a.

atau Pelaku Usaha
sebagian atau seluruh

barang/jasa yang diberi
BUMD sebagai pihak peml

Pasal 2

Maksud ditetapkannya H

adalah untuk memberikar

yang melaksanakan
bekerjaan Pengadaan

kepercayaan oleh

peri pekerjaan.

eraturan Walikota ini
| pedoman bagi BUMD

dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini

adalah untuk:
a. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan

keuangan BUMD dalam rangka meningkatkan
dan menjaga keberlangsungan BUMD,

b. menghasilkan barang/jasa yang tepat diukur
dari aspek kualitas, |jumlah, waktu, biaya,
lokasi dan penyedia,

c. meningkatkan pengglnaan produk dalam

negeri,
d. meningkatkan peran| serta usaha mikro,

usaha kecil, dan usaha menengah dan/atau
pelaku usaha daerah,

e. meningkatkan keikuts
menyederhanakan dark mempercepat

brtaan industri kreatif,
proses

pengambilan keputusan,
Hirian, tanggung jawab,

f.

g. meningkatkan keman
dan profesionalisme

h. meningkatkan sinergi
i. mendorong pengadaan

MD,
antar BUMD, dan
berkelanjutan.

Pasal B

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:
prinsip, etika, dan kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa,

b. pelaksanaan Pengadaan Harang/Jasa,
Pengadaan Barang/Jasa secara

elektronik,

ex 7



organisasi Pengadaan Barang/Jasa,
pengawasan dan

Barang/Jasa,
pengadaan bersama, dan
sumber dana.

BAB II

pembinaan Pengadaan

PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN
PENGADAANBARANG/JASA

Bagian Kesatu
Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 4

Prinsip Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD

meliputi:
a. efisien, berarti Pehgadaan Barang/Jasa

harus memperhatikan fungsi, manfaat dan

kegunaan yang setara| atau lebih baik

. terbuka, berarti proses Pd

dibandingkan dengan angg
dan menghindari UG

Yi. efektif, berarti Pengadaa
sesuai dengan kebutuhan

aran yang dikeluarkan

£

g.

Barang/Jasa harus
dan tujuan pengadaan

yang ditetapkan dengan cara sebaik-baiknya,
transparan, berarti semua ketentuan, tata cara,

syarat dan kriteria Pengadaan Barang/Jasa yang
ditetapkan bersifat terbuki

diikuti oleh pe

manapun tanpa pembatas
dapat

hilangnya kesempatan unt

bersaing, berarti Pengadal
dilakukan dengan memh

persaingan sehat

persekongkolan,

Aa,

ngadaan Barang/Jasa
'nyedia Barang/Jasa
an yang menyebabkan
uk berpartisipasi,
an Barang/Jasa harus
uka ruang terjadinya
dan menghindari

adil, berarti Pengadaan Barang/Jasa dilakukan

dengan cara yang adil dengan memperlakukan
semua penyedia barang/jasa dengan cara yang

b.

ad

f.



sama dan setara, dan

akuntabel, berarti Pengadagn Barang/Jasa harusg.
mencapai target dan gasaran yang telah

ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan
sehingga dapat mgnghindari potensi

penyalahgunaan danpenyirhpangan.

Bagian Kefua
Etika Pengadaan Barang/Jasa

Pasal £

terlibdt dalam PengadaanSemua pihak yang t

Barang/Jasa wajib mematuhi letika sebagai berikut:

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa

tanggung
kelancaran, dan ketepata

mencapai sasaran,jawab untuk
In tujuan Pengadaan

Barang/Jasa,
bekerja secara profesional mandiri dan menjaga
kerahasiaan informasi ydng menurut sifatnya

untuk mencegahharus dirahasiakan
Barang/Jasa,

baik
yang

penyimpangan Pengadaan
tidak
maupun

langsung
berakibat

saling mempengaruhi
tidak ng

persaingan usaha tidak sehat,
langsu

menerima dan bertangguhg jawab atas segala

keputusan yang ditetapkan sesuai dengan
kesepakatan tertulis pihaM terkait,

terjadinya
baik

nhencegah
hn pihak terkait,

menghindari dan

pertentangan kepentingal
secara langsung maupun
berakibat persaingan usd

Pengadaan Barang/Jasa,
menghindari dan menceg
keuangan BUMD,

. menghindari dan menc

tidak langsung, yang
ha tidak sehat dalam

ah terjadinya kerugian

cegah penyalahgunaan

f.

g.
wewenangdan/atau kolu

. tidak menerima, tidak
Ii: dan
lenawarkan, atau tidakh.

kar



Kebijakan Pengadaan Barang/
a.

b.

menjanjikan untuk mem beri atau menerima

hadiah, imbalan, komisi, ralbat, dan apa saja dari

atau kepada siapapun yang diketahui atau patut

diduga berkaitan
Barang/Jasa.

dengan Pengadaan

Bagian Kgtiga
Kebijakan Pengadaari Barang/Jasa

Pasal

memberikan pemenuhan
sebesar-besarnya (Value fo
memperhatikan ketepatan

6
Jasa meliputi:
nilai manfaat yang

- Money),
waktu, ketepatan

jumlah, ketepatan mutu dan kewajaran harga,
memberikan kesempatan
kecil, dan menengah,

. mendorong penggunaan

kepada usaha mikro,

barang/jasa dalam

negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI),

mendorong
elektronik,

pengembangan pengadaan secara

menyesuaikan dengan karakteristik dan bisnis

proses BUMD dengan mengacu pada best practice

pengadaan yang berlaku, dan
BUMD dalam melakukan
Barang/Jasa mengutamakan
BUMD.

BAB 1

PELAKSANAAN PENGAD

Pasal

Pengadaan Barang/Jasa
metode pemilihan penyedi
a.

yang bersifat rutin

Pengadaan
sinergi antar

II

KAN BARANG/JASA

7
dilaksanakan melalui

a yang terdiri atas:

pembelian langsung, yaitu pembelian barang
dan sederhana yang

dilakukan dengan cdra membeli langsung
10

"

k

d.

f.

Tr

8.

(1

LU



(2)

(1)

(2)

kepada penyediabarang/jasa,
pengadaan langsung, yaitu Pengadaan
Barang/Jasa yang bertifat sederhana yang
dilakukan
minimal 2 (dua) sumb

penunjukan
Barang/Jasa yang
Pengadaan
khusus atau dalam
dimana proses pemil

dengan cara

langsung,

Barang/Jasa

membandingkan
pr harga,

yaitu Pengadaan
dilakukan

yang
|

keadaan

untuk
bersifat

tertentu,
ihan dengan metode

lainnya tidak dapat dilgkukanj,
tender,
barang/konstruksi/
dilakukan
penyedia barang/jasa

dengan

penawaran secara terbi

seleksi, yaitu pengad
yang dilakukan dengi

penyedia barang/jasa
penawaran secara terbi

yaitu pengadaan
jasa lainnya yang
cara mengundang

untuk menyampaikan
aka,
aan jasa konsultansi
an cara mengundang
untuk menyampaikan
ika, dan

yang dilakukan den
secara online melaluji

e-purchasing, yaitu Pengadaan Barang/Jasa
gan cara pembelian

e-marketplace yang
sudah mencerminkan persaingan.

Ketentuan lebih lanjut
Pengadaan Barang/Jasa
Peraturan Direksi sesuai
undangan.

BAB IV

engenai pelaksanaan
ditetapkan dengan

peraturan perundang-

PENGADAAN BARANG/JASA
SECARA ELEKTRONIK

Pasal B8

BUMD mengembangkah sistem Pengadaan
Barang/Jasa secara elektronik.
Untuk komoditas pengad aan barang yang dapat

ka



(1)

(2)

(8)

(1)

(3)

diperoleh secara online

pengadaan melalui etmarketplace
dapat memanfaatkan

dengan

mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB V
ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 9

organisasiPembentukan Pengadaan

Barang/Jasa di BUMD ditetapkan berdasarkan
karakteristik dan kebutuh
Ketentuan mengenai a

Barang/Jasa BUMD

pada ayat (1) diatur dalam
sc

an BUMD.
rganisasi Pengadaan
bagaimana dimaksud
| Peraturan Direksi.

BUMD dapat menggunakan agen pengadaan
dalam hal belum memilik

pengadaan yang memil

kompetensi untuk
Barang/Jasa.

BAB VI

mengelola

| organisasi/pelaksana
iki kemampuan dan

Pengadaan

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
PENGADAAN

BARRANG/
JASA

Pasal 1

Walikota melaksanakan
Barang/Jasa pada BUMI).

Oo

pengawasan Pengadaan

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu,

pemantauan, dan evaluagi.

Pengawasan
sebagaimana dimaksud
sejak
penyedia,

perencanaan,
pelaksanaan

terima pekerjaan.

Pengadaan

persiapan,

Barang/Jasa
pada ayat (2) dimulai

pemilihan
dan serah

9
kontrak,

12
2

(2) J
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(4)

(S)

(6)

BUMD dapat melaksanakai
dengan sistem e-katalog yang
dan/atau
Pemerintah (LKPP).

(1)

Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
a. pemenuhan nilai m

besarnya,
kepatuhan terhadap

usahakecil, dan
f. pengadaan berkelanjut
Pengawasan sebagaimand

anfaat yang sebesar-

peraturan,
pencapaian tingkat korkponen

dalam negeri,

penggunaan produk dalam negeri,
pencadangan dan peruntukan paket untuk

an.
dimaksud pada ayat

(4) dapat dilakukan bersdma Perangkat Daerah

yang mempunyai
urusan pemerintahan di

keuangan daerah.
Hasil pengawasan digi

pengendalian pelaksi
Barang/Jasa.

BAB VI
PENGADAAN BH

Pasal 1

Lembaga Kebijakat

BAB VI

tugas menyelenggarakan
bidang pengawasan

inakan sebagai alat

anaan Pengadaan

I

ERSAMA

1

h pengadaan bersama

dibangun oleh Daerah
h Pengadaan Barang/Jasa

Il
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 1 2

Pengadaan Barang/Jasg yang diatur dalam

Peraturan Walikota ini rhenggunakan anggaran
bersumber dari:
a. dana perusahaan/BUMD,
b. dana hibah: dan
c. sumber dana lain.

yu



(2) Dana hibah sebagaimanaj| dimaksud pada ayat
(1) huruf b dikecualikan bagi hibah yang telah
diatur penggunaannya oleh pemberi hibah.

(3) Sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c adalah sumber dana yang sah
dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai| berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahyinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru

pdda tanggal 7 FEBRUARI 2022

& NALIKOTA PEKANBARU,

N
- ee —,

La FIRDAUS
“

Diundangkan di Pekanbaru

pada tanggal 7 FEBRUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2022 NOMOR 17

14
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